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1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, 
dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 158 Tahun 2021tentang Road MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026



VISI DAN MISI RPJMD 2021-2026

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN

SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA 

RAKYAT
MISI  1

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta

penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi

MISI  4
Peningkatan kualitas dan kuantitas

infrastruktur yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan



HASIL EVALUASI RB DPUPR

Nilai komponen pengungkit 

atas aspek pemenuhan dan 

reform pelaksanaan 

reformasi birokrasi pada 

DPUPR Kebumen Tahun 2021

yaitu 26,31 dari nilai maks 

36,30 atau 72,48 %



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1 Melakukan Evaluasi terhadap

rencana kerja yang telah

disusun dan menyusun

rencana aksi tindak lanjut

(RATL)

DPUPR telah melakukan Evaluasi terhadap

rencana kerja yang telah disusun

DPUPR telah menyusun Dokumen Laporan

rencana aksi tindak lanjut (RATL)

2 Melakukan Identifikasi, analisis

dan pemetaan terhadap

kebijakan yang tidak

harmonis/sinkron/bersifat

menghambat

Telah dilakukan Identifikasi, analisis dan

pemetaan terhadap kebijakan yang tidak

harmonis/sinkron/bersifat menghambat

berkaitan Retribusi Persetujuan Bangunan

Gedung

3 Melakukan Evaluasi terhadap

efisiensi dan efektifitas peta

proses bisnis dan SOP

Telah disusun dan ditetapkan Peta proses Bisnis

DPUPR sesuai dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas DPUPR Nomor 060 / 1216 Tahun 2022 

tentang Peta Proses Bisnis DPUPR 



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4 Menyusun Perhitungan

kebutuhan pegawai sesuai

kebutuhan unit kerja dan

melakukan identifikasi

kebutuhan pengembangan

kompetensi pegawai, dan

mengimplementasikan

standar kompetensi jabatan

DPUPR telah Menyusun Perhitungan kebutuhan

pegawai sesuai kebutuhan unit kerja

DPUPR telah melakukan identifikasi kebutuhan

pengembangan kompetensi pegawai

DPUPR terus berupayah meningkatkan kualitasa

SDM dalam mengimplementasikan standar

kompetensi jabatan

5 Melakukan pemutakhiran

kinerja

DPUPR telah menyusun Rencana Kerja yang 

akan dijadikan salah satu pedoman

pencapainan target Kinerja yang telah tertuang

dalam perjajian Kinerja DPUPR



TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RB DPUPR

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT

6 Mengimplementasikan dan

mengevalausi penanganan

Gratifikasi,Sistem Pengendalian

intern,Benturan Kepentingan,dan

pembangunan Zone Integritas

Dalam Penanganan Gratifikasi DPUPR secara berkala

melakukan sosialisasi kepada Pegawai DPUOR dan Pihak

Penyedia Jasa

DPUPR melakukan evaluasi disetiap kesempatan seperti

apel pagi,rapat dinas terkait Sistem Pengendalian intern, 

intern,Benturan Kepentingan,dan pembangunan Zone 

Integritas sehingga sangat mebantu DPUPR dalam

pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian

target kinerja DPUPR

7 Menetapkan standar

pelayanan,menerapkan system 

pemberian konpensasi terhadap

penerima layanan bila layanan

tidak sesuai standar dan

menetapkan UPK konsultasi dan

pengaduan

DPUPR telah Menetapkan Standar pelayanan dan telah

dimaklumatkan

DPUPR baru melakukan teguran lisan kepada petugas

pemberi layanan, dan untuk pengaduan belum

menetapkan unit pelayanan khusus konsultasi dan

pengaduan, tetapi DPUPR telah mebuat web,media

social seperti intagram, facebook dimana masyaraka

dapat berkonsultasi maupun melakukan aduan



PELAKSANAAN RB DPUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten

Kebumen merupakan OPD

yang menyelenggarakan

 Urusan Wajib pelayanan

Dasar yaitu Urusan

Pekerjaan Umum dan

 Urusan wajib bukan

pelayanan dasar yaitu

urusan pertanahan.

Dalam memenuhi memenuhi

pengisian terhadap Lembar

Kerja Evaluasi (LKE PMPRB)

yang wajib dipenuhi oleh

DPUPR pada 8 (delapan)

indikator tersebut adalah :



Manajemen Perubahan

 Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi 

 Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung 

jawab Reformasi Birokrasi unit kerja 

telah melaksanakan tugas sesuai 

rencana kerja 

 Penanggungjawab RB internal unit 

kerja telah melakukan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan rencana 

kerja 

 Terdapat upaya untuk menggerakkan 

unit kerja dalam melakukan 

perubahan melalui pembentukan 

agent of change

SK TIM

Sosialisasi RB



Deregulasi Kebijakan

Untuk mendukung implementasi UU Cipta Kerja No. 11 

Tahun 2021 diantaranya merubah regulasi:

1. Raperda Bangunan Gedung

2. Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Rancangan tersebut dilakukan dalam rangka

menyusun pengganti Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan sebagiamana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, sehingga perlu diganti;



PENATAAN DAN 

PENGUATAN ORGANISASI

 Telah dilakukan evaluasi kelembagaan

yang bertujuan untuk menilai ketepatan 

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 
 DPUPR telah menindaklanjuti hasil

evaluasi dengan mengajukan usulan

Perubahan Perbup No.67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, susunan Organisasi, 

Tupoksi serta tata kerja DPUPR

 Di tahun 2021 telah diterbitkan Perbup

No. 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang



Penataan, Tata Laksana

 Telah disusun dan ditetapkan Peta 

proses Bisnis DPUPR sesuai dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas

DPUPR Nomor 060 / 1216 Tahun 2022 

tentang Peta Proses Bisnis DPUPR 

merupakan tindak lanjut dari Peta 

Proses Bisnis Kabupaten Kebumen

sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta 

Proses Bisnis Kabupaten Kebumen
 Prosedur operasional tetap (SOP) 

telah diterapkan

 Adanya kebijakan pimpinan 

tentang keterbukaan informasi 
publik ( banner, web dinas,papan

Proyek, media sosial) 



Penataan Sistem 

Manajemen SDM

 Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan 

sesuai kebutuhan unit kerja 

 Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah 

dilakukan 

 Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan 

kompetensi / diklat / bimtek melalui SIJARI ON AKD 

(Sistem Jaringan Online Analisis Kebutuhan Diklat)

 Penerapan penetapan kinerja individu telah 

dilakukan terhadap seluruh pegawai : 

SKP(Sasaran Kinerja Pegawai)

 Aturan disiplin /kode etik/kode perilaku instansi 

telah ditetapkan 

 Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh 

pegawai : SIMPEG 



Penguatan Akuntabilitas

 RENJA telah mengacu pada RENSTRA

 Penyusunan Renja DPUPR Tahun 2022  telah diawali 

dengan pelaksanaan desk di Bappeda dan melalui 

Forum OPD DPUPR pada Tahun 2021 dengan Melibatkan 

Unsur Masyarakat, legislatif, eksekutif dan perwakilan 

Pemerintah pusat/provinsi terkait drainase dan irigasi yang 

ada didaerah.

 Berdasarkan Renja DPUPR Tahun 2022 Total Anggaran 

Rencana Kerja : 174,952,617,000 tersebar di 9  program, 22 

kegiatan, 65 sub kegiatan

 Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala 



Penguatan Pengawasan

 Whistle blowing system telah diinternalisasikan 

kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Kebumen, dengan mengikuti sosialisasi 

Perbup WBS pada tanggal 13 April 2021 yang 

dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kebumen 

 Tindaklanjut Perbup 104 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Benturan Kepentingan:

1. Melakukan identifikasi /pemetaan benturan 

kepentingan yang mungkin ada dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan, 

2. Menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, dan 

monev Benturan Kepentingan

 Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi

kepada Internal dan Pihak Terkait, dan

pembuktian tidak ada penerimaan gratifikasi yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan



Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik

 Memiliki kebijakan standar pelayanan

 Terdapat media pengaduan dan 

konsultasi pelayanan

 Terdapat Inovasi Pelayanan guna 

mempermudah dan mendekatkan 

pelayanan kpd masyarakat

 Dilakukan survei kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan, Tahun 2021 

dilakukan setiap triwulan dan dapat 

diakses melalui skm.kebumenkab.go.id

 Telah menerapkan teknologi informasi 

dalam memberikan pelayanan

https://dpupr.kebumenkab.go.id/
https://dpupr.kebumenkab.go.id/
http://simbg.pu.go.id/
http://simbg.pu.go.id/
https://remaja.kebumenkab.go.id/sibima/
https://remaja.kebumenkab.go.id/sibima/


dpupr.kebumenkab@gmail.com @dpuprkbm

Dpupr Kebumen @DPUPRKebumen


